
BERITADAERAH 

PROVINS! JAWA TENGAH 

TAHUN 2008 NOMOR 84 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 

NOMOR 84 TAHUN 2008 

TENTANG 

PENJABARANTUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA 
KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINS! 

JAWATENGAH 

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 
59 Pera.tu.ran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 
7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 
Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi 
Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan 
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Gubernurtentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi 
Dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi 
Jawa Tengah; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakbir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
U ndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat 
Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 ' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4438); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
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125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan PemerintahanAntara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007Nomor 82, 
Tambahan Lemba-ran Negara Republik Indonesia 
Nomor4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4741); 

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 
4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 8); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 
Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa 
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 
13); 

10. PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi 
Perangkat Daerah; 
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Menetapkan 
MEMUTUSKAN, 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG 
PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI 
DAN TATA KERJA BADAN LINGKUNGAN 
HIDUP PROVINSI JAWA TENGAH. 

BAB n 
PENJABARAN TUGAS POKOKDAN FUNGSI 

Bagian Pertama 
Badan 

Pasa12 

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan 
hidup. 

Pasa13 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimanadimaksud dalam 
Pasal 2, BadanLingkunganHidup mempunyai fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis bidang lingkunganhidup; 

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di 
bidang lingkunganhidup; 

c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang 
pengembangan kapasitas dan pengamanan lingkungan hidup, 
pengkajian dampak dan pengembangan teknologi lingkungan 
hidup, pengendalian pencemaran, kerusakan dan konservasi 
lingkungan hidup, dan pengendalian kerusakan dan konservasi 
lingkunganbidup lingkup provinsi dan kabupaten/kota; 

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup; 

e. pelaksanaan kesekretariatan badan; 

f pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur sesuai 
dengan tugas dan fimgsinya 

BABI 
KETENTUANUMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan: 
1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 
3. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah. 
4. Gubemur adalah Gubemur Jawa Tengah. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi J awa 

Tengah. 

6. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup 
Provinsi Jawa Tengah. 

7. Kepala Badanadalah KepalaBadanLingkunganHidup Provinsi 
Jawa Tengah. 

8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB 
adalah Unit Pelaksana Teknis Badan yang melaksanakan 
sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis kegiatan 
penunjang yang mem-punyai wilayah kerja satu atau beberapa 
kabupaten/kota. 

9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, 
tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri 
Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 
didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta 
bersifat maruliri. 
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Bagian Kedua 
Kepala Badan 

Pasal4 

Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 clan Pasal 3. 

Pasal5 

(1) Kepala Badan, membawahkan: 

a. Sekretariat; 

b. Bidang Pengembangan Kapasitas Dan Pengamanan 
LingkunganHidup; 

c. Bidang Pengkajian Dampak DanPengembangan Teknologi 
LingkunganHidup; 

d. Bidang PengendalianPencemaran LingkunganHidup; 

e. Bidang Pengendalian KerusakanDanKonservasi Lingkungan 
Hidup; 

f Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), dipimpin oleh 
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Badan; 

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), masing­ 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Biclang yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan; 

( 4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 
.(1 ), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senicrsebagai 
KetuaKelompok dan bertanggungjawab kepadaKepalaBadan. 
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Bagian Ketiga 
Sekretariat 

Pasal-6 
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas 
secara terpadu, pelayanan administrasi, clan pelaksanaan di bidang 
program, keuangan, umum dan kepegawaian. 

Pasal 7 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, 
pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang program; 

b. penyiapaii bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, 
pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan; 

.. 

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, 
pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum clan 
kepegawaian. 

d. pelaksanaan togas lain yang diberikan oleh KepalaBadan sesuai 
dengan tugas dan fimgsinya 

Pasal8 
(1) Sekretariat, membawahkan: 

a. Subbagian Program; 
b. SubbagianKeuangan; 
c. Subbagian Umum Dan Kepegawaian. 
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(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

Pasal9 

Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian 
penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan 
pelaksanaan di bidang program, meliputi : koordinasi perencanaan, 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem informasi 
di lingkunganBadanLingkunganHidup. 

Pasal 10 

Subbagian Keuanganmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian 
penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan 
pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, 
verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkunganBadanLingkungan 

.Hidu.J>. 
Pasal 11 

Subbagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan 
administrasi, dan pelaksanaan di bidang um.um dan kepegawaian, 
meliputi : pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, 
organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan 
perlengkapan di lingkungan Badan LingkunganHidup. 

546 

Bagian Keempat 
lJidang Pengembangan Kapasitas Dan Pengamanan 

Linglmngan Hidup 

Pasal 12 

BidangPengembanganKapasitasDanPengamanan LingkunganHidup 
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pennnusan kebijakan teknis, 
pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan kapasitas dan 
kerjasama lingkunganhidup, dan pengamanan 1ingkungan hidup. 

Pasal 13 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12, Bidang Pengembangan Kapasitas Dan Pengamanan 
LingkunganHidupmempunyai fungsi: 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang pengembangan kapasitas dan kerjasama 
lingkunganhidup; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang pengamanan lingkungan hidup; 

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai 
dengan tugas dan fimgsinya. 

Pasal 14 

(1) Bidang Pengrmbangan Kapasitas DanPengamananLingkungan 
Hidup, membawahkan: 
a. Subbidang Pengembangan Kapasitas Dan Kerjasama 

LingkunganHidup; 
b. SubbidangPengamanan LingkunganHidup. 

(2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang 
PengembanganKapasitas DanPengamanan LingkunganHidup. 
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Pasall5 
Subbidang Pengembangan Kapasitas Dan Kerjasama Lingkungan 
Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan clan pelaksanaan di bidang pengembangan 
kapasitas clan kerjasama lingkungan hidup, meliputi : penetapan 
kurikulum/materi ajar tambahan clan pengembangan pembelajaran di 
bidang lingkungan hidup sesuai dengan karakteristik clan pennasalaban 
provinsi, penyelenggaraan pelayanan di bidangpengendalian lingkungan 
hidup skala provinsi, koordinasi dalam perencanaan konservasi 
keanekaragaman hayati, koordinasi pengelolaan kualitas air skala 
provinsi, pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Nasional 
Indonesia (SNI) dan standar kompetensi personil biclang lingkungan 
pada skala provinsi, perjanjian intemasional di biclang pengendalian 
dampak lingkungan, pelaksanaan dan pemantauan penaatan atas 
perjaajianintemasional di bidangpengendaliandampak lingkungan skala 
provinsi, penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang lingkungan hidup 
sesuai pennasa}ahan lingkungan hidup skala provinsi, pembinaan dan 
pengawasan penerapan standar kompetensi personil bidang lingkungan 
hidup. 

Pasal 16 
Subbidang Pengamanan Lingkungan Hidup mempunyai tugas 
melalrukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan 
dan pelaksanaan di bidang pengamanan lingkungan hidup, meliputi : 
penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap 
pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala provinsi pada 
keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya skala 
provinsi, penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh 
daerah provinsi atau yang dilimpahkankewenangamyaoleh pemerintah, 
penegakan. hulrum lingkungan skala provinsi, pengawasan pelaksanaan 
pengendalian pencemaran air skala provinsi, pengawasan pelaksanaan 
pengendalian pencemaran pesisir dan laut, pengawasan atas 
pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang 
berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala provinsi, 
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pengawasan terhadap penanggungjawab usaha dan/ataukegiatmyang 
dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara skala provinsi, 
pengawasan baku mutu emisi udara .sumber bergerak dan tidak 
bergerak, pengawasan penaatan pengelolaan limbah 83 skala provinsi, 
clan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib 
dilengkapiAMDALdalmn wilayah provimi dalam rangka uji petik. 

Bagian Kellina 
Bidang Pengkajian Dampak Dan Pengembangan Teknologi 

I Jnglrungan Hidup 
Pasall7 

BidangPengkajianDampakDanPengrmbangan TekoologiLinglmngan 
Hidupmempmyai tugmmeJaksanabn penyiapanperumusankebijakan 
teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengkajian dampak 
lingkungan hid.up, dan pengembangan sarana teknis dan teknologi 
lingki bidup. mp> 

Puall8 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dim.aksud dalam 
Pasal 17, Bidang Pengkajian Dampak DanPengemhangan Teknologi 
LingkunganHidupmempunyaifungg: 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pem.binaan dan 

pelaksanaandibidangpengkajiandampaklingkunganhidup; 
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pem.binaan dan 

pelaksanaan di bidang pengembangan sarma teknisdan tekmlogi 
linglrungan hidup. 

c. pelaksanaan togas lain yang diberikan olehKepala Badan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

Puall9 
(1) Bidang Pengkajian Dampak Dan Pengembangan Teknologi 

LingkunganHidup, membawahkan: 

· 549 



a. Subbidang Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup; 
b. Subbidang Pengembangan Sarana Teknis Dan Teknologi 

LinglamganHidup. 
(2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 

masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang 
PengkajianDampakDanPengembangan Teknologi Lingkungan 
Hidup. 

Pasal20 
Subbidang PengkajianDampakLingkun'ganHidup mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan 
dan pelaksanaandi bidapgpengkajiandampaklingkunganhidup, meliputi 
: penilaianAMDAL bagi jenis usaha/ dan ataukegiatan yang mempuhyai 
dampak penting terhadap lingkungan hidup di provinsi sesuai standar, 
norma, prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, pembinaan dan 
pengawasan terhadap penilaia.n AMDAL di kabupaten/kota, 
pengawasan teibadap pelaksanaan pemberianrekomendasi UKUUPL 
yang dilakukan olehkabupaten/kotadalam wilayah provinsi, pembinaan 
terhadap pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan pemantauan 
lingkunganhidupyang dilakukan olehkalJuratetv'kota bagijenis kegiatan 
yangwajibdilengkapiAMDALdanUKUUPLdalam wilayahprovinsi, 
dan pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian rekomendasi UKU 
UPL yang dilakukan oleh kabupateri/kota dalam wilayah provinsi. 

Pasal21 
Subbidang Pengembangan Sarana Teknis Dan Teknologi Lingkungan 
Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 

,, . kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pengembangan 
Sarana Teknis Dan Teknologi Lingkungan Hidup, meliputi : pembinaan 
dan pengawasan penerapan standar nasional indonesia (SNI) bidang 
lingkungan, pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen 
lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan 
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lingkungan yang mendukung pola produksi clan konsumsi yang .. 
berlcelaiijutan pada skala provinsi, pemmjukan Jaboratorium lingkungan 
yang telah diakreditasi/direkomendasi untuk melakukan analisis 
lingkungan, pembinaan Jabotatorimn linglrungan, penetapan peraturan · 
daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi yang bersifat lintas 
kabupaten/kotadalaln pengelolaan sumberdaya alam dan linglrungan, 
penetapan bakumutti udara ambien daerahlebihketatatau sama dengan 
baku mutu udaraambien nasional, penetapan baku mutu air lebih ketat 
dan/atau penambahan parameter dari kriteria mutu air skala provinsi, 
penetapan baku mutu air limbah untuk berbagai kegiatan samaatau 
lebih ketat dari pemerintah, penetapan baku mutu udara ambien daerah 
lebih ketat atau sama dengan baku mutu udara ambien nasiona.l, 
penetapan baku mutu emisi udara sumbertidak bergerak, ambeng batas 
emisi gas buang kendaraan bermotor Jama dan perietapan baku tingkat 

· kebisingan clan getaran sumber tidak bergeralc clan baku tingkat 
kebisingan kendaraan bermotor lama skala provinsi, penetapan baku 
mutuair lautskala provinsi, penetapankriteriabak:ukerusakanlingkt.mgan 
pesisir clan laut skalaprovinsi, penetapankriteria teknis bakukemsakan 
lingkunganhidup skala provinsi yang bedoutan dene;m kebakarmhulan 
dan/atau lahan, penetapan kriteria provinsi baku kerusakan lahan dan/ 
atau tanah provinsi untuk kegiatan pertanian, perlcebunan dan hutan 
tmaman serta pertambangan berdasarkankriteria bakukerusakan tanah 
nasional, clan pembinaan dan pengawasanpenerapanimtnmien ekoncmi 
yang bersifat lintas kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya 
alam dan lingkungan. 

-Bagian Keenam 
Bidang Pengendalian Penc� Lingkungan Hidup 

Pasal22 
BidangPengendalianPencemaranLingkunganHidupmempunyaitugas 
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembiriaan dan 
pelaksanaan di bidang pengendalian pencemaran air dan laut, dan 
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pengendalian pencemaran udara, limbah padat dan bahan berbahaya 
dan beracun. . · . · · - - 

Pasal23 

. ·· - Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam . 
Pasal 22, Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup 
memptmyai fimgsi: • 

a. penyiapan bahan perumusankebijakan teknis, pembinaan dan� 
pelaksanaan di bidang pengendalian pencemaran air danlaut; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan clan 
pelaksanaan di bidangpengendalian pencemaran udara, limbah 
padat dan bahan berbahaya clan beracun. · · 

c. _ pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh KepalaBadan sesiJai 
dengan tugas clan fungsinya. I . • . 

Pasal24 

(1) Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, . 
membawahkan: , 

a. Subbidang Pengendalian PencemarartAir Dan Laut; 

b. SubbidangPengendalian·Pencemaran Udara, Limbah Padat 
Dan Bahan Berbabaya Dan Beracun. 

(2) . Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
masing-masing clipimpin olehseorang Kepala Subbidang, yang . 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada KepalaBidang 
PengendalianPencemaranLingktmganHidup. . . 

Pasal25 

Subbidang PengendalianPencemaranAir Danl.autmempunyai tugas, 
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembiriaan 
danpelaksanaan di bidang pengendalian pencemaran air dan laut, 

· meliputi : koordinasi peagelolaan kualitas air skala provinsi, penetapan . 
kelas airpada sumber air skala provinsi, koordinasi pemantauan kualitas 
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air pada sumber air skala provinsi, penetapan pengendalian pencemaran 
air pada sumber air skala provinsi, pengaturan pengelolaan kualitas air 
dan pengendalian pencemaran air skala provinsi, pengaturan 
pengendalian pencemaran wilayah pesisir dan laut skala provinsi, dan 
penanggulangan pencemaran lingkungan akibat bencana skala provinsi • 

Pasa126 

Subbidang Pengendalian Pencemaran Udara, LimbahPadatDan Bahan 
8erbahayaDan8eracunmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang 
pengendalian pencemaran udara, limbah padat dan bahan berbahaya 
dan beracun, meliputi: pelaksanaan koordinasi operasional pengendalian 
pencemaran udara skala provinsi, koordinasi dan pelaksanaan 
pemantauan kualitas udara skala provinsi, pembinaan dan pengawasan 
baku mutu emisi udara sumber bergerak dan tidak bergerak, 
pemantauan kualitas udara dalam ruangan, penanggulangan pencemaran 
lingkungan akibat bencana skala provinsi, penetapan kebijakan 
pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala provinsi, 
penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala 
provinsi, pemantauan dampak deposisi asam skala provinsi, 
pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan 
kebakaran hutan dan atau lahan yang dampaknya skala provinsi, 
pengawasan atas pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang 
berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak 
atau diperkirakan dapat berdampak skala provinsi, pengawasan 
�laksanaan pengelolaan limbah 83 skala provinsi, izin pengumpulan 
limbah 83 skala provinsi (sumber limbah lintas kabupaten/ kota), 
rekomendasi izin pengumpulan limbah 83 skala provinsi, pengawasan 
pelaksanaan sistem tanggap darurat skala provinsi, pengawasan 
penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah 83 skala provinsi, 
pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah 83 
pada skala provinsi, dan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat 
pencemaran limbah83 pada skala provinsi, pengawasan pelaksanaan 
pemulihan akibat pencemaran limbah 83 pada skala provinsi. 
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Bagian Ketujuh 
Bidang Pengendalian Kerusakan Dan Konservasi Lingkungan 

Hidup 

Pasa127 
Biclang Pengendalian KerusakanDanKonservasi Lingkungan Hidup 
mem-punyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan 
teknis, pembinaan clan pelaksanaan di biclang pengendalian kerusakan 
dan konservasi pesisir dan laut, dan pengendalian kerusakan clan 
konservasi sumber daya alam. 

Pasal28 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27, Bidang Pengendalian KerusakanDanKonservasi Lingkungan 
Hidupmempunyaifimgsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan clan 
pelaksanaan pengendalian kerusakan clan konservasi pesisir clan 
laut; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan clan 
pelaksanaan di biclang pengendalian kerusakan clan konservasi 
sumber daya alam. 

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya, 

Pasa129 
(1) Biclang Pengendalian Kerusakan Dan Konservasi Lingkungan 

Hidup, membawahkan: 

a. Subbidang Pengendalian Kerusakan Dan Konservasi Pesisir 
Dan Laut; 

b. Subbidang Pengendalian Kerusakan Dan Konservasi Sumber 
Daya Alam. 
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Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang 
Pengendalian Kerusakan Dan Konservasi Lingkungan Hidup. 

Pasal30 

Subbidang PengendalianKerusakan Dan Konservasi Pesisir Dan Laut 
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan 
teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian kerusakan 
dankonseivasi pesisirdan laut, meliputi : pemantauankualitas lingkungan 
wilayah pesisir dan laut skala provinsi, pengaturan pengendalian 
kerusakan wilayah pesisir dan laut skala provinsi, penetapan lokasi 
dalam pengelolaan konservasi laut skala provinsi, koordinasi dalam 
perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala provinsi, 
penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan 
berkelanjutan keanekaragaman hayati skala provinsi, penetapan dan 
pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala 
provinsi, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi 
keanekaragaman hayati skala provinsi, penyelesaian konflik dalam 
pemanfaatankeanekaragamanhayati skala provinsi, clan pengembangan 
sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragamanhayati skala 
provmsi, 

Pasal31 

Subbidang Pengendalian Kerusakan Dan Konservasi Sumber Daya 
Alammempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian 
kerusakan clan konservasi sumber daya alam, meliputi : koordinasi 
penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala provinsi, 
pengendalian kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan 
kebakaran hutan dan/atau lahan yang dampaknya skala provinsi, 
pengawasan atas pengendalian kerusakan lingkungan hidup yang 
berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak 
atau diperkirakan dapat berdampak skala provinsi, pengaturan 
pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa 
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skala provinsi, penanggulangan kerusakan lingkungan akibat bencana 
lingkungan skala provinsi, penetapan kawasan yang beresiko rawan 
bencana lingkungan, koordinasi dalam perencanaan konservasi 
keanekaragaman hayati skala provinsi, pene-tapan dan pelaksanaan 
kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelan-jutan keanekaragaman 
hayati skala provinsi, penetapan dan pelaksanaan pengendalian 
kemerosotan keanekaragaman hayati skala provinsi, pemantauan clan 
pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala 
provinsi, penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keaneka-ragaman 
hayati skala provinsi. 

Bagian Kedelapan 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal32 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai denganJabatan 
Fungsional masing-masing berdasarlcan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Pasa133 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga 
fimgsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan 
bidang keahliannya. 

(2) Jumlah JabatanFungsional sebagaimaoa dimaksud padaayat (1 ), 
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan be ban kerja. 

(3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

( 4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud 
· pada ayat (1 ), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang­ 

undaogan yang berlaku. 

556 

BAB III 
TATAKERJA 

Pasal34 

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan 
Kepala Subbidang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang 
ditetapkan oleh Gubemur. 

Pasa135 

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan 
Kepala Subbidang dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan 
prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 
sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. 

Pasal36 

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala 
Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, danPejabat Fungsional 
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara 
vertikal maupunhorizontal baikke dalam maupun antar satuan organisasi 
dalamlingkunganPemerintahanDaerahsertainstansilainsesuaidengan 
tugas pokoknya masing-masing. 

Pasal37 

(1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bi dang, Kepala Subbagian, 
dan Kepala Subbidang bertanggungjawab dalam memimpin, 
mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk­ 
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannyamasing-masing. 

(2) KepalaBadan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, 
dan Kepala Subbidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk­ 

. petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan masing-masing 
serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya. 
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(3) Dal.am menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, 
tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi 
lain di lingkungan Badan yang secara fungsional mempunyai 
hubungan kerja 

( 4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan, Sekretaris, 
Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang dari 
bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan 
penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk 
memberikan petunjuk kepada bawahan. 

Pasal38 

Sekretaris, Kepala Bidang, dan Pejabat Fungsional menya:inpaikan 
laporan kepada Kepala Badan dan berdasarkan hal terse but Sekretaris 
menyusun laporan berkala Kepala Badan kepada Gubemur melalui 
Sekda. 

BAB IV 

KEPEGAWAIAN 

Pasal39 

Jenjangjabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal40 

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana 
Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Ketua Kelompok 
Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Lingkungan Hidup diangkat 
dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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BABV 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 41 
Bagan Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Gubemur ini. 

BAB VI 
PENUTUP 
Pasal 42 

Hal-hal yang belwn diatur dalam Peraturan Gubemur ini sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Badan. 

Pasal 43 
Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orangmengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan ini dengan penempatannya dalam BeritaDaerah Provinsi Jawa 
Tengah. 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 31 Juli 2008 
GUBERNURJAWATENGAH 

ttd 
ALIMUFIZ 

Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 31 Juli 2008 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

JAWATENGAH 
ttd 

HADI PRABOWO 
BERITA DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH TAHUN 2008 
NOMOR84 
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